
 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 18 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 36 TAHUN 2023 
TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN 

TERPADU DI KABUPATEN KENDAL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan Program Sistem Layanan dan Rujukan 
Terpadu di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati 
Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sistem 

Layanan dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal 
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini 
sehingga perlu diubah; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 
Tahun 2023 tentang Pembentukan Sistem Layanan dan 
Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang 
Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6397); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
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Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui 
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5449); 

11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang 
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

341); 

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang 

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan 
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062); 

13. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 
161 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat 

Kesejahteraan Sosial untuk Penanganan Fakir Miskin dan 
Orang Tidak Mampu; 

14. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang 
Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2023 Nomor 36); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 36 TAHUN 2023 
TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN 

RUJUKAN TERPADU DI KABUPATEN KENDAL. 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 
Tahun 2023 tentang Pembentukan Sistem Layanan dan 
Rujukan Terpadu di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 36) diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 11 
 

Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang sosial. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 
 

Ditetapkan di Kendal 
pada tanggal 11 Juli 2024      

 

BUPATI KENDAL, 
 

 

cap ttd 
 

DICO M GANINDUTO 
 

 

Diundangkan di Kendal 
pada tanggal 11 Juli 2024 
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KENDAL, 
 

cap ttd 
 

SUGIONO 
 

 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 18 


